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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui PRONA pada tahun 2013 

di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Responden telah memperoleh sertipikat Hak 

Milik secara bertahap mulai dari bulan Agustus sampai dengan akhir Desember 

2013. Kendala dalam pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 adalah 

persyaratan-persyaratan yang tidak lengkap pada awalnya dan Responden yang 

bertempat tinggal di kecamatan lain sehingga proses menjadi terhambat untuk 

sementara.  

           Beberapa perubahan dalam pelaksanaan PRONA tahun 2013 :  

1. Luas tanah non pertanian yang awalnya 2000 m2 per bidang menjadi 5000 

m2 per bidang berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA 2013.  

2. Menteri tidak membentuk Panitia Ajudikasi sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 48 sesuai PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini penunjukan Satgas Yuridis untuk 

membantu dan berkordinasi dengan Team PRONA melalui Petunjuk 

Teknis Kegiatan PRONA 2013.  

          PRONA tahun 2013 di Desa Kalirejo (Kecamatan Kokap) dan di Desa 

Kulur (Kecamatan Temon) Kabupaten Kulon Progo telah mewujudkan Tertib 

Administrasi Pertanahan karena Responden telah memperoleh sertipikat Hak 
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Milik, Responden telah mempunyai Hak Milik atas tanah berdasarkan UUPA, 

Luas tanah responden bervariasi yaitu antara 100-4000m2 yang mempunyai 

persentase tertinggi adalah 1500-2000m2 atau 25,5 % (14 orang), dan 

Responden telah memiliki sertipikat yang merupakan salinan dari buku tanah 

surat ukur yang disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.    

B. Saran-saran : 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo diharapkan lebih sering 

melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertipikat agar pemilik tanah 

termotivasi untuk mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya dan mengetahui 

bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat. 

2. Para peserta PRONA diharapkan mengumpulkan data secara detil agar 

instansi yang terkait dalam PRONA dapat menjalankan fungsinya dengan 

efisien. 
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